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Abstrak
 

Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan

pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah

harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama

kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai

akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat

tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127

K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat

eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini

adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak

dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah

perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat

memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta

dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut

merupakan harta bersama.

......A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of

land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with

the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who

commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT

Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences

and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made

without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127

K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the

secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and

purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale

and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement

of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to

be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake

signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property.
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